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Pancasila sebagai genetivus-subjectivus, artinya
nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi
berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk
menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai
Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak
sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, nilai-
nilai Pancasila tidak hanya dipakai dasar bagi
pembuatan peraturan perundang-undangan, tetapi
juga nilai-nilai Pancasila harus mampumenjadi
orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi
pembangunan nasional.
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Beberapa ciri berpikir kefilsafatan meliputi:

sistem filsafat harus bersifat koheren, artinya berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak
mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Pancasila sebagai sistem
filsafat, bagian-bagiannya tidak saling bertentangan, meskiﬁun berbeda, bahkan saling
melengkapi, dan tiap bagian mempunyai fungsi dan kedudukan tersendiri;

Sistem filsafat harus bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal dan gejala yang terdapat
dalam kehidupan manusia. Pancasila sebagaifilsafat hidup bangsa merupakan suatu pola yang
dapat mewadahi semua kehidupan dan dinamika masyarakat di Indonesia;

sistem filsafat harus bersifat mendasar, artinya suatu bentuk perenungan mendalam yang
sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental.
Pancasila sebagai sistem filsafat dirumuskan berdasarkan inti mutlak tata kehidupan manusia

menghadapi diri sendiri, sesama manusia, dan Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara;

sistem filsafat bersifat spekulatif, artinya buah pikir hasil perenungan sebagai praanggapan
yang menjadi titik awal yang menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis, serta pangkal tolak
Bemikiran tentang sesuatu. Pancasila sebagai dasar negara pada permulaannya merupakan

uah pikir dari tokoh-tokoh kenegaraan sebagai suatu pola dasar yang kemudian dibuktikan

kebenarannya melalui suatu diskusi dan dialog panjang dalam sidang BPUPKI hingga
pengesahan PPKI.
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Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa; dilambangkan
dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang
yang bersudut lima berlatar hitam.

Sila kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab;
dilambangkan denﬂan tali rantai bermata bulatan dan persegi
di bagian kiri bawah perisai berlatar merah.

Sila ketiga: Persatuaan Indonesia; di lambangkan dengan
pohon beringin di bagian kiri atas perisai berlatar putih.

Sila keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat
Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan;
dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas
perisai berlatar merah.

Sila kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia;
Dilambangkan den%an kapas dan padi di bagian kanan bawah

perisai berlatar puti
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Sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah KETUHANAN yang ber- Kemanusiaan yang Adil dan
Beradab, ber-Persatuan Indonesia, ber- Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat
Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan ber-Keadilan Sosial bagi Seluruh
Rakyat Indonesia.
Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab adalah KEMANUSIAAN yang ber-Ketuhanan Yang
Maha Esa, ber-Persatuan Indonesia, ber-Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat
Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, dan ber-Keadilan Sosial bagi Seluruh
Rakyat Indonesia.
Sila Persatuan Indonesia adalah PERSATUAN yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, ber-
Kemanusiaan yanP Adil dan Beradab, ber-Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat
Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, dan ber-Keadilan Sosial bagi Seluruh
Rakyat Indonesia.
Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/
Perwakilan adalah KERAKYATAN yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, ber-Kemanusiaan
agg Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan ber-Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat
ndonesia.
Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah KEADILAN yang

ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, ber-Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, ber-Persatuan
Indonesia, dan ber-Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan



